jangan Pangkas Anggaran Pemeliharaan Jalan

ANGGARAN pemeliharaan
;alan harus diadakan lagi, Na-
mun, jikanantisetelah diang-
sarkan, jangandikorupsioleh
oknumyangberkepentingan,
seperti yang selama inimasih
lerap terjadi.

Penghematan anggaran
terjadi hampir di semua ins-
tansi pemerintah, termasuk
anggaran pemeliharaan jalan.
Pemeliharaan jalan perlu dila-
kukan secara rutin, mengingat
tingkat kerusakan jalan akibat
hujan cukup tinggi dan men-
dekati musim lebaran. Kondisi
jalan harus baik (mulus) ketika
akandilewatipemudiklebaran.
Pemudik lebaran terbanyak
menggunakan sepeda motor.

Sepeda motor sangat ren-
tan kecelakaan. Apalagi nanti
banyak jalan yang rusak, pasti
akan menambah korban ke-
celakaanpesepedamotor. Ten-
tunya, hal ini tidak diinginkan.

Data Korlantas Polri (2024),
jenis transportais penyebab
kecelakaan tertinggi sepeda
motor sebanyak 77 persen,
Sisanya, truk 10 persen, ken-
daraan umum 8 persen, mobil
pribadi 3 persen dan lain-lain

2persen. Kecelakaanlalulintas
penyebab kematian ke 3 ter-
tinggi di Indonesia.

Ketika musim hujan tiba,
banyak ditemukan jalan rusak.
Jalanrusak, jikadibiarkantidak
ditangani dengan baik akan
berpotensi rawan menimbul-
kan kecelakaan lalu lintas dan
menimbulkan korban.

Banyaknya jalan rusak dan
dibiarkan terkadang memba-
hayakan pengguna jalan, se-
suaiPasal 24.ayat(1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, menyatakan
penyelenggara wajib segera
danpatutuntukmemperbaiki
jalan yang rusak yang dapat
mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal
belum dilakukan perbaikan ja-
lan yang rusak, penyelenggara
jalanwajibmemberi tandaatau
rambu pada jalan yang rusak
untuk mencegah terjadinya
kerusakan lingkungan. Warga
yang terdampakjalanmsakpu-
nya peluang untuk menuntut
haknya sesuai wewenang jalan.

Jalan nasional wewenang-

nya Ditjen. Bina dipidanapenjara
Marga Kemen- hingga 5 tahun
terian PUPR, atau denda pa-
jalan provinsi ling banyak Rp
wewenangnya 120 juta.
Pemerintah Pro- Hendaknya,
vinsi dan jalan iniperlumenja-
kota/kabupaten diperhatianun-
wewenangnya tuk penyeleng-
Pemkot/Pemkab. Oleh: gara jalan agar
Sementara di : lebih memper-
Pasal 273 aturan hatikan kese-
yang sama, me- DJOKO lamatan peng-
nyebutkansetiap SETIJOWARNO gunaan jalan.
penyelenggara Jalan berkese-
jalan yang tidak Wakil Ketua lamatan dalam
dengan segera Pemberdayaan dan pemahaman
dan patut mem-  Pengembangan Wilayah . Pemerintah
perbaiki jalan Masyarakat Transportasi  saat ini adalah
yang rusak yang  Indonesia (MTI) Pusat  mantab jalan,
mengakibatkan permukaannya
kecelakaan lalu lintas, sehing-  halus dan tidak berlubang,
ga menimbulkan korban luka CATATAN KNKT

ringan dan/atau kerusakan
kendaraan dipidana kurungan
palinglama 6 bulanataudenda
maksimal Rp12 juta. |
Kemudian kalau sampai
mengakibatkan luka berat,
pelaku dipidana kurungan
maksimal 1 tahun atau denda
paling banyak Rp 24 juta. Jika
korban meninggal dunia, dapat

Catatan Komisi Nasional
Keselamatan Transportasi
atau KNKT (Januari 2024),
menyebutkan jalan berke-
selamatan harus memenuhi
kaidah. Pertama, regulating
road, yaitu jalan harus sesuai
dengan regulasinya. Kedua,
self-explainingroad, jikajalan
itu tidak sesuai dengan regu-

lasinya, maka jalan itu harus
bisa menjelaskan apa hazard
nyadanapayangharusdilaku-
kan pengguna jalan agar tidak
terpapar hazard tersebut. Dan
ketiga, forgiving road, yaitu
jika pengguna jalan lengah,
sehingga terjadi kecelakaan
maka jalan akan memaafkan
tidak sampai fatal.

Ketiga hal di atas kurang
mendapat perhatian pemerin-
tahsaatini,sehinggakontribusi
jalan sebagai penyebab ke-
celakaan dan peningkatan fa-
talitasnya masih sangat tinggi.

Road side hazard sering kali
terabaikan, ruang terbukalebar
seperti itu, tiang rigid di tepi
jalanyangbisamemotongmo-
biljadiduabagian, drainaseter-
bukadaribetonsedalamimeter
yang memakan korban 6 jiwa
yang jatuh ke dalamnya den-
gankepalapecah, tiangvariable
massage system (VMS) yang
membuat bus terbelah, tiang
jembatan yang membuat bus
jadi duabagian dan sebagainya.
Rekomendasi KNKT jelas agar
pemerintah membenahi road
side hazard ini. Pasalnya, su-
dah cukup banyak korban jiwa

akibat keteledoran dan salah
rancangan (design) jalan dan
bangunan di atasnya.
KONDISI JALAN

Berdasarkan SK Menteri
PUPR No. 1688/KPTS/M/2022
tentang Penetapan Ruas Jalan
MenurutStatusnyaSebagaija-
lanNasional, panjangjalanke-
seluruhan di Indonesia adalah
529.132,19 kilometer. Panjang
jalandi Indonesia berdasarkan
kewenangan, jalan nasional
47.603,39 km (8,90 persen),
jalan provinsi 47.874,4 km
(9,06 persen) dan jalan kota/
kabupaten 433.654,4 km
(82,05 persen).

Menurut data IRMS Semes-
ter 2 (2022) dan Data Pusat
Fasilitasi Infrastruktur Daerah
(2020), kondisi jalan di Indo-
nesia berdasarkan kewenang-
an, kemantapan untuk jalan
nasional 92,18 persen, jalan
provinsi73,79 persendanjalan
kota/kabupaten 62 persen.

BerdasarKeputusan Menteri
PUPR No. 367/KPTS/M/2023
tentang Rencana Umum Ja-
ringan Jalan Nasional Tahun
2020-2040, ada 5 arah kebi-
jakan penyelenggaraan jalan.

Pertama, pengembangan
jaringan jalan untuk mendu-
kung prasarana transportasi
dilakukan secara bertahap
melalui peningkatan jaringan
jalanpadasimpul-simpulyang
sudah berkembang.

Kedua, pembangunan jalan
baru untuk mendukung sim-
pul transportasi baru disesuai-
kan dengan kebutuhan dalam
rangka menyeimbangkan
tingkat penawaran dan jasa
transportasi. Ketiga, mengem-
bangkan jaringan jalan untuk
mendukung simpul-simpul
transportasi agar meningkat-
kan daya saing dan efisiensi
dalam penyediaan pelayanan

Keempat, meningkatkan
iklim kompetisi secara sehat
danmemberikanalternatifbagi
pengguna jasa dengan tetap
mempertahankankeberpihak-
an pemerintah sebagai regula-
tor pelayanan umum. Dan keli-
ma, mendukungpengembang-
ansistem transportasinasional
yangandaldanberkemampuan
tinggi dengan bertumpu pada
aspek keselamatan, keterpa-
duan antar moda/antar sektor/
antar wilayah. (***/rdh)



